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PERATURAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 015 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIF KERAMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknologi Industri Kreatif
Keramik telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi Nomor 015 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Industri Kreatif
Keramik, dan setelah diadakan evaluasi perlu dilakukan

penyempurnaan berdasarkan Peraturan Badan ini;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan,
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Menetapkan

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 11);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

4. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Nomor 015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik;

S. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Nomor 012 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 015 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI
INDUSTRI KREATIF KERAMIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 015 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Industri
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Kreatif Keramik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1612) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) pasal 1 diubah, sehingga pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

(1) Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik yang
selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTIKK
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan
Sistem Inovasi, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan
Teknologi.

(2) BTIKK dipimpin oleh Kepala.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 9
Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat
Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi mengenai
hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi
industri kreatif keramik secara berkala paling sedikit 3 (tiga)

bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



2017, No.1546 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017
KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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WIDODO EKATJAHJANA



